
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  

NOMOR 22 TAHUN 2013   

TENTANG 

TATA CARA KERJA SAMA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan                

Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Tata Cara Kerja Sama Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4587); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Kerjasama Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8               

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

dan 

BUPATI SLEMAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA KERJA SAMA 

DESA. 

 BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sleman. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

dan Kecamatan. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.  

7. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk 

desa yang bersangkutan.  

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 

10. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja 

kecamatan. 

11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.  

12. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar 

pemerintahan desa.  

13. Para pihak yang melakukan kerja sama desa, yang selanjutnya disebut 

para pihak adalah para pihak yang melakukan kerja sama desa yang 

meliputi desa dan pihak ketiga. 

14. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa 

atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan.  

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.  
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 BAB II  

KERJA SAMA DESA 

Bagian Kesatu 

Prinsip, Maksud, dan Tujuan 

Pasal 2  

Kerja sama desa dilakukan dengan prinsip: 

a. efisiensi; 

b. efektivitas; 

c. sinergi; 

d. saling menguntungkan; 

e. kesepakatan bersama; 

f. itikad baik; 

g. mengutamakan kepentingan desa dan daerah; 

h. persamaan kedudukan; 

i. transparansi; 

j. keadilan; dan 

k. kepastian hukum. 

Pasal 3  

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Pasal 4  

(1) Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama 

dan mencegah ketimpangan antar desa.  

(2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada 

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup  

Pasal 5  

Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:  
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a. Kerja sama antar desa: 

1. kerja sama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan; 

2. kerja sama antar desa dengan desa di lain kecamatan dalam 1 (satu) 

daerah; 

3. kerja sama antara desa dengan desa di lain wilayah daerah dalam 1 

(satu) provinsi; 

b. kerja sama desa dengan pihak ketiga. 

Bagian Ketiga 

Bidang Kerja sama 

Pasal 6  

(1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

meliputi bidang:  

a. pemerintahan;  

b. pembangunan; dan  

c. kemasyarakatan. 

(2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam               

Pasal 5 huruf b dapat dilakukan dalam bidang: 

a. peningkatan perekonomian masyarakat desa; 

b. peningkatan pelayanan pendidikan; 

c. kesehatan; 

d. sosial budaya; 

e. ketentraman dan ketertiban; 

f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan; 

g. tenaga kerja; 

h. pekerjaan umum; 

i. batas desa; dan 

j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.  

Bagian Keempat 

Aspek Kerja Sama 

Pasal 7  

Kerja sama desa dilakukan berdasarkan aspek:  


